Dinas Sosial
Y
E JI. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

Pelayanan Keringanan Biaya
No. SK :

Per syar atan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan/Desa
Surat Keterangan Dirawat Dari RSD. Mayjend. Hm. Ryacudu
Fotocopy KK

Fotocopy Ktp

ok~ W N

Masing-masing berkas dibuat dua rangkap

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

Kabupaten Lampung Utara ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

2. Pemohon menunggu proses Surat Keterangan Keringanan Biaya RSD. Mayjend. Hm. Ryacudu

Kabupaten Lampung Utara

3. Pemohon menerima Surat Keterangan Keringanan Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu dari

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara

| 1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan Keringanan Biaya RSD. Mayjend. Hm. Ryacudu
I Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pelayanan Keringanan Biaya

I Produk Pelayanan
I Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 11:03. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8216832/pemerintah-daerah-kabupaten-lampung-utara/pelayanan-keringanan-biaya

Dinas Sosial
Y
E JI. Raden Prawira Nehara No. 73 34513

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Sosial

1. SPAN-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Facebook (Dinas Sosial Lampura)
3. Instagram (Dinsos_lampura)

4. Website (Www.dinsos.lampungutara.kab.go.id)

5. Youtube ( Dinsos Lampura)
6. Email (dinsoslampura@gmail.com)

7. Telepon (Rico Budiyanto,SE.,MM - 0853-7707-0444 — Hairudin,SE -0812-7947-7485 — Hesty Andayani.S.Sos - 085
3-7776-9977 — Sujanarko - 0815-4086-0139)

8. Kotak/Loket Survei Kepuasan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara
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